BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR
82 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

a. bahwa sehubungan dengan usulan pergeseran anggaran

pada Kegiatan Pengadaan Sarana Lalu Lintas
(1.07.1.07.01.19.09) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Bengkulu Utara Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Transportasi dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
906/2304/KEUDA tanggal 12 Juni 2017 perihal
Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Jenis
Belanja dan Obyek Belanja, maka perlu dilakukan
pergeseran anggaran.

bahwa untuk menindaklanjuti usulan kekurangan anggaran
pada belanja gaji pegawai dalam belanja tidak langsung dan
usulan pergeseran anggaran belanja langsung di beberapa
SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



Mengingat

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara(Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun2016 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016Nomor 17);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 85 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun

2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 83), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2016tentang Penjabaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

DitetapkandiArga Makmur

padatanggal 17 Juni 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 17 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd
HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum
NIP. 19690423 200212 1 003




